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ABSTRAK

Desa pakraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat memiliki harta kekayaan
sendiri, mendiami suatu wilayah, berhak mengurus rumah tangganya sendiri
dengan membuat peraturan tersendiri disebut awig-awig. Pasca diterbitkannya
Keputusan Menteri ATR/BPN No. 276/2017, desa pakraman ditunjuk sebagai
subyek hak pemilikan bersama (komunal) atas tanah. Atas penunjukan desa
pakraman memberikan akibat hukum khususnya terkait dengan kekayaan mengenai
tanah atau disebut druwe/paddruwen desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini
yaitu ratio legis penunjukan desa pakraman sebagai pemegang hak milik bersama
(komunal) atas tanah dan kewenangan yang dimiliki desa pakraman sebagai
pemegang hak milik bersama (komunal) atas tanah. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian hukum, dengan pendekatan yaitu pendekekatan undang-undang
(statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach),Pendekatan
studi kasus(case study). Sumber bahan hukum yaitu sumber bahan hukum primer
dan sekunder. Hasil penelitian ini pertama, Ratio Legis penunjukan desa pakraman
sebagai subyek hak milik bersama, untuk memberikan perlindungan hukum
dikarenakan konversi Pasal Il ayat 1 UUPA, Desa Pakraman memenuhi persyaratan
kesatuan masyarakat hukum adat pada Peraturan Menteri ATR/BPN No. 10/2016
untuk menjadi subyek hak milik komunal atas tanah serta memberikan
perlindungan, kepastian hukum terhadap eksistensi tanah druwe. Kedua,
Kewenangan yang dimiliki oleh desa pakraman sebagai pemegang Hak Milik
Bersama (Komunal) atas tanah, lebih dekat kewenangan hak pakai tanpa jangka
waktu/selama dipergunakan. Hak milik desa pakraman tidak seperti ciri-ciri hak
milik pada umumnya dalam Pasal 20 UUPA, tanah hak milik bersama desa
pakraman tidak dapat dialihkan/dijadikan sebagai objek hak tanggungan, hanya
diperkerjasamakan.

Kata Kunci: Desa Pakraman, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Hak Milik
Bersama (Komunal) Atas Tanah
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Abstract

Pakraman village as a customary law community’s unit has its own asset, inhabits
an area and has a right to take care of its own community by making their own
regulations called Awig awig. After the Ministerial decision of ATR/BPN No.
276/2017 appeared, Pakraman village appointed as the subject of communal rights
on land. The appointment of Pakraman village has an law consequences,
specifically related to wealth about land or druwe/paddruwen desa. The problems
of the study are ratio legis of appoint Pakraman village as a holder of communal
rights on land and the authority of Pakraman village as a holder of communal rights
on land. This study use law research method with approach such statute approach,
conceptual approach, case study approach. The law material sourcesare primary and
secondary law material source. The result of this study are, firstly, Ratio Legis of
the appointment of Pakraman village as a subject of communal rights because the
conversion of Article Il paragraph 1 UUPA, Pakraman village fulfill the
requirement communal unity of customary law on ATR/BPN No0.10/2016 to be a
subject of communal rights on land also give a protection to law certainties on land
of druwe existence. Secondly, an authority of Pakraman village as a holder of
communal rights on land is closely the authority of usufructuary rights without time
period as long is used. The right of Pakraman village is unlike the common right in
Article 20 UUPA. The land of Pakraman village communal right cannot diverted
or made as an object of Mortage rights, only cooperated.

Keywords: Pakraman village, Customary law community, Communal rights on
land
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